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Abstrak: 
Latar belakang: Penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam 
meningkatkan kinerja instansi. Namun, pada praktiknya 
masih ditemukan permasalahan seperti rendahnya kualitas 
pelayanan, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya 
keterbukaan informasi dan akuntabilitas, khususnya di 
tingkat kecamatan. 
Metode penelitian: Studi ini memanfaatkan pendekatan 
kuantitatif melalui metode associative-causal. 
Pengumpulan data dengan kuesioner skala Likert pada 88 
responden memanfaatkan teknik sampling jenuh, lalu 
dilaksanakan analisis melalui Partial Least Square 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) memanfaatkan 
SmartPLS 4.0. 
Hasil penelitian: Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwasanya keterbukaan informasi publik dan 
akuntabilitas yang tergolong cukup baik dengan skor rerata 
masing-masing 3,21 dan 3,24, serta kinerja instansi 
sebesar 3,22. Secara statistik, akuntabilitas berpengaruh 
signifikan positif bagi kinerja instansi (β = 0,387; p < 
0,05), serta keterbukaan informasi publik turut 
berpengaruh signifikan positif (β = 0,494; p < 0,05). Model 
mampu menjelaskan 52,6% variasi kinerja instansi. 
Kesimpulan: Keterbukaan informasi publik dan 
akuntabilitas merupakan faktor penting yang secara 
signifikan meningkatkan kinerja instansi. Semakin tinggi 
transparansi dan pertanggungjawaban aparatur, maka 
semakin optimal kinerja instansi dalam memberikan 
pelayanan publik. 

Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja Instansi, Keterbukaan 
Informasi Publik 

 
 
 

Pendahuluan 
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut transparansi, akuntabilitas, 
efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah bukan sekadar melaksanakan fungsi 
administratifnya, melainkan turut harus memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif (Widanti, 
2022). Perihal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 serta UU No. 25 Tahun 2009 
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yang menekankan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, serta mudah diakses 
dan adil (Indriastuti, 2020). 

Kinerja instansi mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan pelayanan 
(Handayani et al., 2024), yang diukur melalui ketepatan waktu, pencapaian target, kepuasan masyarakat, 
dan kualitas layanan (Dessler, 2020). Kinerja yang baik meningkatkan kepercayaan publik (Gumolung et 
al., 2023), namun masih dihadapkan pada kendala seperti rendahnya kualitas layanan, keterbatasan SDM, 
lemahnya perencanaan, dan pengawasan internal (Kementerian PANRB, 2024; LAKIP Kabupaten Deli 
Serdang, 2023; Pemerintah Kota Medan, 2023; Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2024). 

Keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja instansi (Yashyfa, 
2023), karena memungkinkan akses informasi yang cepat dan akurat sesuai UU No. 14 Tahun 2008 (Arifin, 
2022). Meskipun indeks nasional meningkat, implementasinya di tingkat kecamatan masih terkendala 
(Oktaviani, 2023). Di sisi lain, akuntabilitas berperan dalam memastikan pertanggungjawaban kebijakan 
dan kinerja secara transparan (Mardiasmo, 2021), melalui indikator seperti kejelasan IKU dan evaluasi 
berkala. 

Kecamatan Medan Helvetia sebagai ujung tombak pelayanan publik masih menghadapi kendala dalam 
penyampaian informasi dan kejelasan tanggung jawab aparatur, yang berdampak pada kepuasan 
masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam 
meningkatkan kinerja instansi. Penelitian sebelumnya memperlihatkan pengaruh positif kedua variabel 
tersebut (Shandy & Sriwinarti, 2023; Puspitawati & Marsellina, 2022), meskipun terdapat perbedaan hasil 
(Ambarwati, 2021) dan masih terbatasnya studi di tingkat kecamatan (Saleh, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut, tujuan studi ini guna melaksanakan analisis akan pengaruh keterbukaan informasi 
publik serta akuntabilitas bagi kinerja instansi di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, sekaligus 
mengisi kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

 
Studi Literatur 
Good Governance 
Good Governance ialah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan sinergi antara negara, sektor 
swasta, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada United Nations 
Development Program (UNDP) pada “Governance for Sustainable Human Development” (1997), good 
governance ialah keterkaitan yang sinergis serta konstruktif di antara ketiga aktor tersebut (Widanti, 2022). 
Secara umum, good governance berfokus pada pengelolaan sumber daya dengan efektif, transparan, efisien, 
serta akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi upaya pencegahan 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan good governance ialah menciptakan pemerintahan yang 
efisien, bertanggung jawab, efektif, solid, serta memelihara sinergi antar negara, sektor swasta, sekaligus 
masyarakat (Nurhidayat, 2023). Prinsip-prinsip utamanya meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, 
kepastian hukum (rule of law), responsivitas, keadilan serta kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta 
orientasi pada konsensus (UNDP, 1997; Segarawasesa, 2023). 
Keterbukaan Informasi Publik 
Keterbukaan akan informasi publik ialah unsur krusial dalam pemerintahan demokratis sebagai bentuk 
transparansi dan mekanisme pengawasan masyarakat. Menurut Andriana (2025), keterbukaan informasi 
bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik melalui penyediaan informasi yang 
terbuka serta kemudahan dalam pengaksesan. Maka dari itu, keterbukaan informasi publik bisa 
meningkatkan rasa percaya masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan 
keterbukaan informasi publik meliputi peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga, terciptanya 
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sistem pemerintahan yang transparan dan efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan (Mustofa, 2020). Indikatornya mencakup ketersediaan informasi (profil, kinerja, 
laporan keuangan, prosedur), penyebaran informasi sektor publik, serta kemudahan akses informasi bagi 
masyarakat (Chairunnisa, 2023). 
Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam good governance yang menekankan kewajiban pejabat atau 
instansi publik guna mempertanggungjawabkan tiap tindakan, keputusan, serta pemanfaatan sumber daya 
pada masyarakat. Menurut Mareta (2024), akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan 
dan mempertanggungjawabkan kinerja serta kebijakan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan 
akuntabilitas adalah meningkatkan transparansi, menjamin pertanggungjawaban, mendorong efisiensi dan 
efektivitas kinerja, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sine et al., 2023). 
Indikator akuntabilitas meliputi transparansi informasi, pencapaian tujuan program, pengawasan dan 
evaluasi, pelaporan yang tepat waktu, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Mardiana, 
2022). 
Kinerja Instansi 
Kinerja instansi merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas, mencapai tujuan, 
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hasibuan (2021), kinerja adalah tingkat 
keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dari segi kualitas, kuantitas, dan ketepatan 
waktu. Kinerja dikenai pengaruh oleh faktor individu, organisasi, lingkungan kerja, serta faktor eksternal 
(Mangkunegara, 2021). Penilaian kinerja mengacu pada indikator seperti dampak, manfaat, hasil, keluaran, 
dan masukan yang digunakan dalam pelaksanaan program (Fanggidae, 2022). Dengan demikian, kinerja 
instansi mencerminkan efektivitas, efisiensi, serta mutu pelayanan publik yang dibagikan pada masyarakat. 

Metode Penelitian 
Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif melalui metode associative-causal research yang 
mempunyai tujuan guna melaksanakan analisis akan pengaruh keterbukaan informasi publik dan 
akuntabilitas terhadap kinerja instansi pada Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (Sugiyono, 2022). 
Kemampuan guna melaksanakan pengukuran variabel dengan objektif melalui data numerik, pengujian 
hipotesis, serta penarikan simpulan yang bersifat generalisasi menjadi dasar pemilihan pendekatan ini. 
Pengumpulan data dilaksanakan lewat memanfaatkan kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis 
melalui teknik regresi serta pendekatan Partial Least Square (PLS-SEM) guna mengidentifikasi dampak 
variabel bebas bagi variabel dependen baik dengan parsial ataupun simultan. 
Studi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Medan Helvetia dengan populasi seluruh ASN dan pegawai yang 
terlibat langsung dalam pelayanan publik. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh 
dikarenakan jumlah populasi relatif kecil (di bawah 100 orang), menjadikan semua populasi berperan 
sebagai sampel (Sugiyono, 2022). Data yang dimanfaatkan meliputi data primer yang didapatkan lewat 
kuesioner serta data sekunder dari dokumen instansi. Variabel penelitian meliputi kinerja instansi sebagai 
variabel dependen yang diukur melalui indikator dampak, manfaat, hasil, keluaran, dan masukan (Hasibuan, 
2021; Fanggidae, 2022), serta keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas sebagai variabel independen 
dengan indikator masing-masing (Chairunnisa, 2023; Mardiana, 2022). 
Teknik pengumpulan data memanfaatkan kuesioner skala Likert dengan lima kategori jawaban (Sugiyono, 
2022; Ghozali, 2022). Data dianalisis memanfaatkan statistik deskriptif serta PLS-SEM melalui SmartPLS 
4.0 yang meliputi pengujian outer model (validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas 
komposit) serta pengujian inner model (koefisien jalur, R-square, Q-square, dan Goodness of Fit) 
(Marliana, 2020; Musyaffi et al., 2022; Ghozali & Latan, 2015). Uji hipotesis dilaksanakan lewat 
mengamati skor t-statistic > 1,96 serta p-value < 0,05 guna menetapkan signifikansi hubungan antar 
variabel dalam model penelitian (Budiarto et al., 2021). 
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Hasil 
Karakteristik Responden 

Table 1. Karakteristik Responden 
 

No Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 38 43,2% 
  Perempuan 50 56,8% 

  Total 88 100% 

2 Umur ≤ 30 Tahun 13 14,8% 

  31 – 40 Tahun 23 26,1% 
  41 – 50 Tahun 32 36,4% 

  ≥ 51 Tahun 20 22,7% 
  Total 88 100% 

3 Pendidikan SLTA 16 18,2% 
  D-III 12 13,6% 

  S-1 52 59,1% 
  S-2 8 9,1% 

  Total 88 100% 

 
Mengacu pada tabel 1, dominasi responden dengan jenis kelamin perempuan (56,8%), berada pada rentang 
usia 41–50 tahun (36,4%), dan memiliki tingkat pendidikan S-1 (59,1%), sehingga memperlihatkan 
bahwasanya responden didominasi oleh aparatur berpengalaman dengan tingkat pendidikan yang cukup 
tinggi. 

Analisis Deskripsi Variabel 
 

Table 2. Analisis Deskripsi Variabel 
 

No Variabel Rata-Rata 

1 Keterbukaan Informasi Publik (X1) 3.21 

2 Akuntabilitas (X2) 3.24 

3 Kinerja Instansi (Y) 3.22 

 
Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata keterbukaan informasi publik (3,21), akuntabilitas (3,24), dan 
kinerja instansi (3,22) memperlihatkan bahwasanya ketiga variabel tergolong dalam kategori cukup baik. 
Perihal tersebut membuktikan bahwasanya instansi telah menerapkan keterbukaan informasi dan 
akuntabilitas dengan cukup memadai, yang berdampak pada kinerja instansi yang juga dinilai cukup baik 
oleh responden, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar mencapai kondisi yang lebih 
optimal. 

Outer Model 

Hubungan antara konstruk laten dengan indikator-indikator penyusunnya dijabarkan melalui model 
pengukuran dalam PLS-SEM yang dikenal sebagai outer model. Penilaian akan tingkat validitas serta 
reliabilitas instrumen dilakukan melalui model ini, sehingga ketepatan serta konsistensi indikator dalam 
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merepresentasikan konstruk bisa dipastikan. Tahapan evaluasi outer model dilaksanakan sebelum 
pengujian inner model, berikut perolehannya: 

 
 

Gambar 1. Outer Model 
 

 
 

 
1. Convergent validity 

Convergent validity dimanfaatkan guna mengukur sejauh apa setiap indikator dengan 
sesungguhnya merepresentasikan dan berkorelasi kuat dengan variabel laten yang diukurnya. 
Berikut perolehan atas uji Convergent Validity pada studi ini ditampilkan : 

Table 3. Outer Loading 
 

No Variabel Indikator Outer Loading Keterangan 
1 Keterbukaan Informasi Publik (X1) X1.1 0.877 Valid 

  X1.2 0.863 Valid 
  X1.3 0.862 Valid 
  X1.4 0.883 Valid 
  X1.5 0.886 Valid 
  X1.6 0.849 Valid 
  X1.7 0.896 Valid 
  X1.8 0.878 Valid 
  X1.9 0.844 Valid 

2 Akuntabilitas (X2) X2.1 0.826 Valid 
  X2.2 0.806 Valid 
  X2.3 0.823 Valid 
  X2.4 0.819 Valid 
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  X2.5 0.831 Valid 
  X2.6 0.874 Valid 
  X2.7 0.809 Valid 
  X2.8 0.852 Valid 
  X2.9 0.86 Valid 

3 Kinerja Instansi (Y) Y.1 0.822 Valid 
  Y.2 0.857 Valid 
  Y.3 0.853 Valid 
  Y.4 0.843 Valid 
  Y.5 0.858 Valid 
  Y.6 0.833 Valid 
  Y.7 0.86 Valid 
  Y.8 0.813 Valid 
  Y.9 0.844 Valid 
  Y.10 0.838 Valid 
  Y.11 0.865 Valid 

 
Mengacu pada tabel sebelumnya, terlihat bahwasanya nilai Loading Factors bagi tiap 

indikator atas variabel studi melebihi 0,7. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya 
instrumen pada studi ini valid. 

2. Discriminant Validity 
Discriminant validity mempunyai tujuan guna memastikan bahwasanya sebuah variabel 

laten mempunyai diferensiasi yang jelas dengan variabel laten lainnya. Berikut perolehan atas uji 
Discriminant Validity pada studi ini: 

Table 3. Fornell Larcker 
 

Variabel Akuntabilitas 
(X2) 

Keterbukaan Informasi Publik 
(X1) 

Kinerja Instansi 
(Y) 

Akuntabilitas (X2) 0.834   
Keterbukaan Informasi 

Publik (X1) 
0.346 0.871  

Kinerja Instansi (Y) 0.558 0.628 0.844 

Nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted yang lebih tinggi dibandingkan 
korelasi antar konstruk lain ditunjukkan pada perolehan uji validitas diskriminan dengan kriteria 
Fornell–Larcker berdasarkan tabel tersebut. Kemampuan setiap konstruk dalam menjabarkan 
varians indikatornya sendiri yang lebih dominan dibandingkan varians yang dikenai pengaruh oleh 
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konstruk lain dalam model studi tercermin dari kondisi ini. Selain itu, pengukuran Discriminant 
Validity juga dilakukan melalui pendekatan Cross Loading yang ditampilkan oleh tabel di bawah: 

Table 4. Cross Loading 
 

Indikator Akuntabilitas (X2) Keterbukaan Informasi 
Publik (X1) 

Kinerja Instansi (Y) 

X1.1 0.353 0.877 0.489 

X1.2 0.265 0.863 0.558 
X1.3 0.288 0.862 0.52 
X1.4 0.327 0.883 0.551 
X1.5 0.285 0.886 0.559 
X1.6 0.277 0.849 0.558 
X1.7 0.325 0.896 0.593 
X1.8 0.322 0.878 0.542 
X1.9 0.277 0.844 0.538 
X2.1 0.826 0.218 0.498 
X2.2 0.806 0.243 0.393 
X2.3 0.823 0.269 0.531 
X2.4 0.819 0.294 0.461 
X2.5 0.831 0.328 0.5 
X2.6 0.874 0.197 0.371 
X2.7 0.809 0.329 0.453 
X2.8 0.852 0.328 0.464 
X2.9 0.86 0.367 0.462 
Y.1 0.435 0.517 0.822 
Y.2 0.406 0.554 0.857 
Y.3 0.551 0.456 0.853 
Y.4 0.47 0.439 0.843 
Y.5 0.457 0.536 0.858 
Y.6 0.463 0.524 0.833 
Y.7 0.485 0.621 0.86 
Y.8 0.36 0.501 0.813 
Y.9 0.497 0.493 0.844 

Y.10 0.467 0.586 0.838 
Y.11 0.562 0.573 0.865 

 
Mengacu pada tabel sebelumnya, terlihat bahwasanya skor cross loading atas tiap indikator 

lebih tinggi dibandingkan cross loading pada variabel laten lainnya, melalui karakteristik skor di 
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atas 0,50. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya semua instrumen pada studi ini mencukupi 
validitas diskriminan. 

3. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas ialah tahapan guna melaksanakan penilaian akan konsistensi serta 

keandalan sebuah instrumen studi guna mengukur suatu konsep secara berulang kali. Jika 
instrumen tersebut dapat menciptakan perolehan yang konsisten pada saat dimanfaatkan pada 
keadaan yang yang serupa, maka instrumen tersebut terbukti reliabel. Berikut perolehan atas 
pengujian reabilitas pada studi ini: 

 
Table 5. Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach' 
s alpha 

Composite 
reliability (rho_a) 

Composite reliability 
(rho_c) 

Average variance 
extracted (AVE) 

Akuntabilitas (X2) 0.945 0.948 0.953 0.695 

Keterbukaan 
Informasi Publik 

(X1) 

0.960 0.961 0.966 0.759 

Kinerja Instansi 
 (Y)  

0.960 0.961 0.965 0.713 

 
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh skor Cronbach’s Alpha bagi tiap variabel melebihi 0,6. 

Skor AVE juga memperlihatkan skor melebihi 0,5. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan 
bahwasanya seluruh instrumen yang dimanfaatkan pada studi ini reliabel. 

Inner Model 

Uji inner model atau evaluasi model struktural dilaksanakan pasca pengujian outer model atau 
evaluasi model pengukuran pasca tuntas dilaksanakan. Berikut perolehan dari Inner Model ialah: 

Gambar 2. Inner Model 
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1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R Square atau R²) dimanfaatkan guna memperlihatkan seberapa 
jaug variabel laten endogen bisa dijabarkan oleh variabel laten eksogen pada suatu model. Berikut 
hasil perhitungan koefisien determinasi pada studi ditampilkan: 

Tabel 6. R Square 
 

Variabel R-square R-square adjusted 

Kinerja Instansi (Y) 0.526 0.514 

 
Mengacu pada tabel 6, skor R Square (R²) sejumlah 0,526 memperlihatkan bahwasanya 

Keterbukaan Informasi Publik serta Akuntabilitas bisa menjabarkan 52,6% variasi Kinerja Instansi, 
sedangkan Adjusted R Square sejumlah 0,514 memperlihatkan model cukup stabil. Sisanya 47,4% 
dikenai pengaruh faktor lainnya di luar studi. Maka dari itu, model mempunyai kapabilitas guna 
menjabarkan dengan cukup kuat (moderate). 

2. F Square 

Nilai F Square dimanfaatkan guna mengamati sebesar apa kontribusi relatif dari variabel 
laten eksogen guna memengaruhi variabel laten endogen. Tingginya skor F Square, akan selaras 
dengan kuatnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model. Berikut 
ditampilkan perolehan atas perhitungan F Square pada studi ini: 

Tabel 7. F Square 
 

Variabel Kinerja Instansi (Y) 
Akuntabilitas (X2) 0.277 

Keterbukaan Informasi Publik (X1) 0.453 

 
Berdasarkan tabel, skor F Square (f²) memperlihatkan bahwasanya Akuntabilitas (X2) 

mempunyai nilai 0,277 yang termasuk kategori sedang, sedangkan Keterbukaan Informasi Publik 
(X1) memiliki nilai 0,453 yang termasuk kategori besar. Hal ini berarti kedua variabel berpengaruh 
terhadap Kinerja Instansi, namun Keterbukaan Informasi Publik memiliki kontribusi yang lebih 
dominan dibandingkan Akuntabilitas. 

3. Model Fit 

Evaluasi kelayakan model (model fit) pada studi ini dilakukan memanfaatkan Standardized 
Root Mean Square Residual (SRMR). SRMR merupakan bagian dari indeks yang memperlihatkan 
taraf keselarasan di antara model yang diestimasi dengan data yang sebenarnya. Berikut perolehan 
atas pengujian model fit pada studi ini: 
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Tabel 8. Model Fit 
 

Indikator Saturated model Estimated model 
SRMR 0.055 0.055 
d_ULS 1.335 1.335 
d_G 1.122 1.122 
Chi-square 469.687 469.687 
NFI 0.826 0.826 

 
Mengacu pada tabel sebelumnya, didapatkan informasi bahwasanya skor SRMR yakni 

sejumlah 0,051 < 0,1. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwasanya model pada studi ini 
mencukupi uji kesesuaian model. 

Pengujian Hipotesis 

Analisis Pengaruh Langsung mempunyai tujuan guna melaksanakan pengujian dampak langsung 
di antara variabel laten eksogen bagi variabel laten endogen. Berikut hasil pengujian langsung pada studi 
ini ialah: 

Tabel 9. Path Coefficient 
 

Pengaruh Antar Variabel Original sample 
(O) 

Sample mean 
(M) 

T statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
values 

Akuntabilitas (X2) -> Kinerja Instansi (Y) 0.387 0.389 4.759 0.000 

Keterbukaan Informasi Publik (X1) -> Kinerja 
Instansi (Y) 

0.494 0.496 7.110 0.000 

 
Berdasarkan hasil uji bootstrapping, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi (Y) 
Akuntabilitas memiliki nilai koefisien sejumlah 0,387 dengan skor T-statistics sejumlah 

4,759 (> 1,96) serta P-values sejumlah 0,000 (< 0,05). Perihal tersebut memperlihatkan 
bahwasanya Akuntabilitas berdampak signifikan positif bagi Kinerja Instansi. Maka dari itu, 
hipotesis yang mengutarakan bahwasanya Akuntabilitas berpengaruh bagi Kinerja Instansi 
diterima. Mengartikan bahwasanya, baiknya penerapan akuntabilitas, akan selaras dengan 
meningkatnya kinerja instansi. 

2. Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik (X1) terhadap Kinerja Instansi (Y) 
Keterbukaan Informasi Publik memiliki nilai koefisien sejumlah 0,494 melalui skor T-

statistics sejumlah 7,110 (> 1,96) serta P-values sejumlah 0,000 (< 0,05). Perihal tersebut 
memperlihatkan bahwasanya Keterbukaan Informasi Publik berdampak signifikan positif bagi 
Kinerja Instansi. Maka dari itu, hipotesis yang mengungkapkan bahwasanya Keterbukaan 
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Informasi Publik berpengaruh bagi Kinerja Instansi diterima. Mengartikan bahwasanya, tingginya 
tingkat keterbukaan informasi publik, akan selaras dengan baiknya kinerja instansi. 

 
 
 
 

Pembahasan 
Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi 
Akuntabilitas terbukti berdampak signifikan positif bagi kinerja instansi, karena mendorong 
pertanggungjawaban yang jelas atas program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sehingga kinerja menjadi 
lebih terukur, efektif, dan profesional. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan 
internal yang meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perihal tersebut 
selaras dengan prinsip good governance yang menitikberatkan transparansi, kepatuhan aturan, serta sistem 
pengawasan yang jelas. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Shandy dan Sriwinarti (2023), 
Puspitawati dan Marselina (2022), serta Christina Yunnita Garung dan Linda Lomi (2023) yang 
menyatakan bahwasanya akuntabilitas meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Temuan 
serupa juga diperkuat oleh Ananda Dewi Permata Sari (2020), Fatimah Elkha dan Wahidahwati (2020), 
serta Moerrin dan Priono (2022). Namun, Ambarwati (2021) memperlihatkan bahwasanya efektivitas 
akuntabilitas dipengaruhi faktor lain seperti pengawasan, kualitas SDM, dan teknologi informasi. Di 
Kecamatan Medan Helvetia, akuntabilitas terbukti meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta kualitas 
pelayanan melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, akuntabilitas merupakan faktor 
kunci dalam meningkatkan kinerja instansi dan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen 
strategis untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik. 

 
Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kinerja Instansi 
Keterbukaan informasi publik juga terbukti berdampak signifikan positif bagi kinerja instansi, karena 
mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan 
program. Transparansi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, memperkuat akuntabilitas, serta 
meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sesuai prinsip good governance. Perolehan tersebut 
selaras dengan studi Shandy serta Sriwinarti (2023), Puspitawati serta Marselina (2022), serta Christina 
Yunnita Garung dan Linda Lomi (2023) yang memperlihatkan bahwasanya transparansi meningkatkan 
efisiensi dan kualitas pelayanan. Temuan tersebut juga didukung oleh Ananda Dewi Permata Sari (2020), 
Fatimah Elkha dan Wahidahwati (2020), serta Moerrin dan Priono (2022). Selain itu, Pratama dan Kamela 
(2025) serta Idah Rosidah et al. (2023) menekankan pentingnya dukungan pengawasan dan sistem 
informasi agar transparansi lebih optimal. Di Kecamatan Medan Helvetia, keterbukaan informasi 
mendorong disiplin, profesionalisme, serta evaluasi kinerja yang lebih objektif. Secara keseluruhan, 
keterbukaan informasi publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja instansi dan menjadi 
instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. 

 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Mengacu pada perolehan studi terkait pengaruh keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas 
bagi kinerja instansi di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya 
akuntabilitas mempunyai pengaruh positif bagi kinerja instansi, yang berarti semakin baik penerapan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban aparatur, maka 
semakin tinggi pula kinerja instansi. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga berpengaruh positif bagi 
kinerja instansi, yang memperlihatkan bahwasanya tingginya tingkat transparansi dalam pelaporan kegiatan 
serta pengambilan keputusan, akan selaras dengan baiknya kinerja instansi dalam memberikan pelayanan 
publik. 
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Saran 

Mengacu pada perolehan studi, diberi masukan supaya instansi pemerintah, terlebih di tingkat 
kecamatan, terus meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas sebagai upaya strategis 
dalam meningkatkan kinerja organisasi. Peningkatan keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi digital guna mengadakan akses informasi yang cepat, mudah, serta transparan 
bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan sistem akuntabilitas melalui penyusunan laporan kinerja 
yang lebih sistematis, evaluatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Instansi juga butuh menaikkan 
kapasitas SDM mereka dengan melangsungkan pelatihan serta pengembangan kompetensi, sehingga 
mampu mendukung implementasi transparansi serta akuntabilitas dengan optimal. Di samping itu, 
pengawasan internal serta partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan guna memastikan bahwasanya setiap 
program serta aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip good governance. 
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